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WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG .

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Pematangsiantar telah memberikan
persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai Keputusan
DPRD Kota  Pematangsiantar ¥ Nomor  22/DPRD-
PS/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang
Persetujuan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota
Pematangsiantar tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran
2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 dan Gubernur
Sumatera Utara telah melakukan Evaluasi sesuai dengan
Keputusan Gubernur  Sumatera Utara Nomor
188.44/1125/KPTS/TAHUN 2014 tanggal 30
Desember 2014 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota
Pematangsiantar tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka Kepala Daerah bersama Panitia Anggaran
DPRD  Kota  Pematangsiantar  telah  melakukan

- penyempurnaan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera

- Utara tersebut yang dituangkan dalam Keputusan DPRD
Kota Pematangsiantar Nomor 23/DPRD-PS/12/2014
tenggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Evaluasi
APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015,
sehingga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
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Mengingat

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 dalam suatu Peraturan

Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang

‘Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); ‘

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tzimbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);




10.

11.

12.

13.

14.

16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (llembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara . Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotdmadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakii Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4570);

17.

Peraturaq Pemerintahh Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daeral;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompok an Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
diubali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20
Tahun 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hutkum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negefi Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belan ja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577
Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangratan Walikota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengglolaa'n Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

" Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan

40.

Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota
Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Koia Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar

~ Nomor 2 Tahun 2011;




Fenetaphn :

41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota -
Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011; ‘

42. Peraturan Daerah KotaPematangsiantar Nomor 5 Tahun
2010 . tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan di Kota Pematangsiantar;

43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan di Kota Pematangsiantar;

44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;

45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun

"~ 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9
Tahun 2014;

46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubzah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014;

47. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

! DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DAN
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 941.069.357.643,-
2. Belanja Daerah Rp. 1.007.049.201.131 -
Defisit ‘ (Rp. 65.979.843.488,-)

3. Pembiayaan Daerah :
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a. Penerimaan Rp. 80.579.843.488,-

b. Pengeluaran Rp. 14.600.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 65.979.843.488,-

Sisa lebih Pembiayaan

Anggaran Rp. NIHI L
Pasal 2

.(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 130.134.852.546,-
b.Dana Perimbangan Rp. 610,825.753.392,-
c.Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah ' Rp. 200.108.751.705,-
Jumlah Rp. 941.069.357.643,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah Rp. 33.206.826.688,-
b. Retribusi Daerah Rp. 11.533.155.000,-
c. Hasil Pengelclaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan Rp. 9.474.493.438,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli |
Daerah yang sah Rp. 75.920.377.420,-

Jumlah Rp. 130.134.852.546,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapedtan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi

Hasil Bukan Pajak Rp. 29.851.473.392,-
b. Dana Alokasi Umum Rp. 536.792.310.000,-
c. Dana Alokasi Khusus Rp.__ 44.181.970.000, -

Jumlah Rp. 610.825.753.392,-




(4)

(1)

3)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil dari
Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Rp. 40.078.695.705,-
b. Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus Rp. 120.141.134.000,-

c. Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya Rp. 39.888.922.000,-
Jumlah Rp. 200.108.751.705,-
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 679.945.823.702,81
b. Belanja Langsung Rp. 327.103.377.428,19
Jumlah R p 1.007.049.201.131.-
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 652.577.233.894,81
b. Belanja Bunga Rp. 100.000.000,-
c. Belanja Hibah Rp. 18,170.000.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.061.382.000,-
€. Bantuan Keuangan
kepada Provinsi/Kab/Kota  Rp. 874.206.893,-
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 6.163.000.915,-
Jumlah Rp. 679.945.823.702,81
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 64.807.649.096,-
~ b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 140.167.064.185,19
c. Belanja Modal Rp. 122.128.664.147,-
Jumlah Rp.327.103.377.428,19
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 terdiri darti :

a. Penerimaan

Rp. 80.579.843.4883,-

b. Pengeluaran Rp. 14.600.000.000,-
Jumlah Rp__65.979.843.488,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA)

Rp. 80.579.843.488,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal {Investasi)

Pemerintah Daerah Rp.12.500.000.000,-

b. Pembayaran Hutang Bank Rp.  100.000.000,-

c. Investasi Dana Bergulir

Bagi Pelaku UMKM

Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Rp. 14.600.000.000.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran 1
Lampiran II

Lampiran NI

Lampiran IV

Ringkasan APBD;

Ringkasan @ APBD menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;
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10.

11.

12,
13.

(1)

(2)

(3)

4)

Lamp1ran V Rekapitulasi Belanja  Daerah  untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerdh dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan,

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Lampiran IX Daftar Perkiraan  Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah ; '

Lampiran X Daftar  Perkiraan  Penambahan  dan
Pengurangan Aset Lain-Lain;

Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan  kembali dalam  Tahun
Anggaran ini;

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota Pematangsiantar
dapat melakukan belanja/perigeluaran yang belum
tersedia anggarannya dalam APBD.

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pematangsiantar
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya yang selenjutnya diuysulkan dalam rancangan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menggunakan Belanja Tidak Terduga.
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(5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil - penjadwalan ulang‘
capaian. target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang itersedia.

(6) Pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk juga
belan ja untuk keperluan mendesak.

(7) Kriteria bélanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) mencakup:

a. program dan kegiatan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar Dbagi
pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan
dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan

kepala daerah.

{(2) Khusus untuk dana siap pakai on call (tanggap darurat)
tata kelola penggunaannya mengacu pada Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Dana
Siap Pakai.

Pasal 8

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Péndapatan dan Belanja
Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01
Januari 2015.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Disahkan:di Pematangsiantar
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd
HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd
DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN
2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
(4/2014)

Salinap/seh ai dengan aslinya
' AGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 189503 1002
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